BAB |
PENDAHULUAN
A.LatarBelakang

Negara Republikindonesia adalah Negara
hukum.M el etakkanhukumsebagai supremasi kekuasaanterti nggi dal amkehidupanber
bangsadanbernegara. Sebagai Negara
hukumseti apkegi atanwarganegaranyaharusberdasarkanpadaperaturan yang
adadannorma-norma yang berlakudalammasyarakat.Berdasarkankajiantersebut,
lahirlahtujuanhukum yang
secarasederhanadapatdij el askanyai tuuntukmenci ptakanketeraturandanketertibandal
amkehi dupanbermasyarakatdanmemberikanj aminanterhadapperlindunganHak Asas
iManusia (HAM).

JaminanperlindunganHakA sasiManusia (HAM) oleh Negara
diberikankepadasetiapwarga Negara tanpaadanyaperbedaan,
termasukbagi seorangtersangka.Bentukjaminanperlindunganhakasasimanusi atercan
tumdidalamPasal 1 butir 10 Undang-UndangNomor 8 tahun 1981
antaralainmenyebutkan :

a.  Sahatautidaknyasuatupenangkapandanataupenahananataspermintaanter

sangkaataukel uarganyaataupi hakl ai nataskuasatersangka.

b. Sahatautidaknyapenghentianpenyidikanataupenghentianpenuntutanatas

permintaan demi tegaknyahukumdankeadilan.

c. Permintaangantikerugianataurehabilitasi ol ehtersangkaataukel uarganya

ataupi haklai nataskuasanya yang
perkaranyati dakdiaj ukankePengadilan.



A pabil aseorangtersangkamerasabahwapenangkapandanpenahananmakaol e
htersangkatersangkadankel uargadapatmel akukanpraperadilan.K etentuantentangpra

peradilandiaturdalamPasa 77 KUHAP.Adapunobjek KUHAP antaralain:

1. Sahatautidaknyapenagkapan, penahanan,
penghentianpenyidikanataupenghenti anpenuntutan.
2. Gantikerugiandanataurehabilitasi bagiseorang yang

perkarapi danyadi henti kanpadati ngkatpenyi di kanataupenuntutan.

Olehkarenaitu, ketikaseseorangmerasatel ahdirugikandalam proses
peradilanseperti yang terkandungdal amPasal 77 KUHAP,
makamerekaberhakuntukmenuntutdanmendapatkankeadilanmel al ui praperadilan,
yaitusebagai sal ahsatul embagauntukmengujisuatu proses
perkarasampai padatahapberacaradal amPengadilanNegeri. Dimana proses
persi dangansebel ums dangmasal ahpokokperkaranyadisidangkan.

Kgjiandiatasberkaitandengankewenangan yang
dimilikipenyidikialahmengenai penetapanpenangkapandanpenahananseseorang.
Status penetapanpenangkapandanpenahananbukanl ahpenetapanacak,
mel ai nkanpenetapanberdasarkanbukti yang didapatpadasaat proses hukumberjalan,
mulai sgj akpenyelidikanhinggapenyidikan.
Sehinggaseseorangti dakdapatditetapkansebagai seorangtersangkadandil akukannyap
enangkapandanpenahananjikal auti dakberdasarkanbukti yang sah.

Kasus yang terjadipada |IR.Siwgjirga, ditetapkansebagai  status
tersangkadandilakukannyapenetapanpenangkapandanpenahananol ehpemerintahRe
publik Indonesia cg. KepolisanRepublik Indonesia cq. Kepolisian Daerah

Sumatera Utara cq. Kepolisian Resort Kota Besar Medan, beralamat di



Malpolrestabes Medan J. HM. Said No. 01, Kota Medan 20235 (Termohon 1),
danPemerintahRepublik Indonesia cg. KeaksaanAgungRepublik Indonesia cq.
KegaksaanTinggi Sumatera Utara cg. KejaksaanNegeri Medan, beralamat di Jl.
Adinegoro No. 05, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan (termohon 11)
atassuratperintahpenahanannomor: Print-572/RT.3/EP.L/OHARDA/06/2017
tidakberlandasanhukum.

IR.Siwajirgjaberanggapanbahwatel ahterdapatbeberapakesal ahandal amprosedurpen
etapantersangkadanpenangkapan,

penahananatasdi rinyakemudianmembawahal tersebutuntukdi ujikanmel al uilembaga
praperadilan.

PengujianpraperadilanberdasarkanPasal 1 butir 10 KUHAP danPasal 77
mengenai sahti daknyadal ampenetapantersangkadanpenangkapan, penahanan yang
dialamioleh IR.
Siwagjiraadal ahcacatdalamhukum. Penetapanpenangkapandanpenahanan yang
dilakukanolehTermohon I
yaitudenganmel akukanpenetapantersangkadanpenangkapan,  penahananterhadap
IR.Siwgjiargjatidakberkekuatana quoataumengikat, Termohon | tanpaadanya 2
(dua) alatbukti yang sahsebagai al atbuktipermulaan yang
cukupkemudianlangsungmel akukankonferensi persmemberitakanbahwasanya
IR.Siwgjirgjaadal ahotakpembunuhanindraGunawan aias Kuna
dandilakukannyapenangkapandanpenahananterhadapdirinya, yang
dimanatidakjel asdarimanadasar Termohon I

menetapkandanmel akukanpenangkapansertapenahananatauti dakberdasarkanpada



KUHAP.Sehingga IR.
Siwajiramel akukanupayahukumberupapenguji anterhadapkeabsahanmel al uilembag
apraperadilan, sesuai KUHAP dandalamketentuanPasal 77 UU Nomor 39 tahun
1999 tentangHakAsasiManusia (HAM). Dan daampasa 34 Undang-
UndangNomor 39  tahun 1999 tentangHakAsasManusia (HAM)
menegaskanbahwa, “setiap orang tidakbolehditangkap, ditahan, disiksa,
dikucilkan, diasingkan, ataudibuatsecarasewenang-wenang.”

Berdasarkandalil-dalil yang dikemukakanoleh IR.Siwagjirga (Pemohon)
adal ahbahwasanyamengatakan HAM yang
milikinyadirinyatel ahdi rampasdengansewenang-wenangol eh Termohon I
danTermohon
I1.Sehinggadal ampengaj uanpraperadil ankepadaPengadilanNegeridikabul kanoleh
Hakim atasdenganputusan “tidakmempunyaikekuatanhukum yang mengikat”
atastindakan yang dilakukanolehTermohon | danTermohon 1.

Berdasarkanuraianyang telahdikemukakandiatas,
makapenulistertarikuntukmel akukanpenelitiantentangputusan Hakim yang
berjudul““AnalisisPutusanPr aper adilandalamPer kar aPembunuhanBer encana

(StudiPutusanNomor 53/Pid.pra/2017/PN Medan).”

. RumusanM asalah
Berdasarkanl atarbel akang yang telahdiuraikandiatas,

makadapatdi rumuskanpermasal ahanadal ah:



Bagai manakahdasarpertimbangan Hakim
dalammengabul kanpermohonanPraperadi | anterhadappel akuti ndakpembunuhanber

encanadal amPutusanNomor 53/Pid.pra/’2017/PN Medan?

C. TujuanPenelitian
Adapuntujuandaridilakukannyapenuli sanskri psi adal ahuntukmengetahui bag
aimanadasarpertimbangan Hakim
dalammengabul kanpermohonanPraperadil anterhadappel akuti ndakpembunuhanber

encanadal amstudikasusnomor 53/Pid.pra/2017/ PN Medan.

D. ManfaatPenelitian
Penulisanskripsiinidiharapkandapatmemberikanmanf aatbai ksecarateoritis,
praktisdanpenulis, sebagaiberikut:
1) ManfaatBagiTeoritis
Skripsiinidiharapkandapatmemberi kanmasukandansumbanganp
emikirandal amrangkapel aksanaanPraperadilansebaga manayang
telahdiaturdidalam HUHAP.

2) ManfaatBagiPraktis



3)

Skripsiinijugadi harapkandapatmemberikanmasukanuntukkepen
tinganAparatPenegakHukum,  seperti:  Polisi, Jaksa, Hakim
danPengacaradalammemakai Praperadilan.

ManfaatBagiPenulis

Bahwaskripsiini sebagai syaratuntukmemperol ehgel arSarjanaHukum  di
FakultasHukumUniversitas HKBP Nommensen.

Bahwaskri psii ni dapatmemberi manf aatdal anmengembangkanwawasan

penuliskhususnyaberkaitandenganPraperadil an.



BAB ||
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak-Hak Tersangka
1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek
hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat
represif, baik yang lisan maupun tertulis.Perlindungan hukum juga dijadikan sebagai
gambaran dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum
memberikan  suatu  keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan
kedamaian.Dalam menjalankan dan memerikan perlindungan hukum dibutuhkannya
suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana
perlindungan hukum.*

Tata cara perlindungan juga diberikan terhadap korban dan saksi dalam
pelanggaran hak asasi manusia yang berat disebutkan juga sebagai rumusan
perlindungan. Perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia sebenarnya telah
diletakkan dalam asas-asas yang terdapat Dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan
Kehakiman, yakni Undang-Undang nomor 48 tahun 2009, dan asas-asas tersebut

yang akan ditegakkan didalam KUHAP tersebut.?

'Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,http://www.google.co.id/url ?sa=t&
source=web& rct=j & url=http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/&
ved=2ahUK Ewjh4Pk2Z bAhUJP18KHVLWAfIQF AAegQIBXxAB& usg=AOvVawl8-7fbeMY Gzqod
wHMwe, diakses tanggal 04 Mel 2018

*Loebby Logman, Praperadilan di Indonesia ,Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, him. 80




2. Pengertian Tersangka
Berdasarkan KUHAP pengertian tersangkamenurut Pasal 1 angka 14 KUHAP,
tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan
bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”Berdasarkan ketentuan
tersebut, tersangka adalah orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana sesuai
dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut
menurut M. Y ahya harahap :
a. Harusdisdediki, disidik dan diperiksaoleh penyidik
b. Harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum
dan hakim
c. Jika perlu terhadap tersangka dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa
penangkapan, penahanan, penggel adahan, dan penyitaan benda sesuai dengan
cara yang ditentukan oleh undang-undang.®
3. Landasan Dan Asas Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka
a Landasan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Landasan merupakan dasar
tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Begitu pula upaya
perlindungan terhadap hak-hak tersangka harus memiliki landasan dalam
pel aksanaannya.
Landasan perlindungan terhadap hak tersangka dalam KUHAP adalah Pancasila

sebagali dasar Negara Republik Indonesia, terutama yang berhubungan erat dengan

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP;Penyidikan Dan
Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, edisi kedua, cet. ketigabelas, him. 330



sila Ketuhanan dan kemanusiaan.Selanjutnya jugaterdapat didalam batang tubuh
UUD 1945 yang memberikan jabaran mengenai konsep perlindungan hukum
terhadap hak asasi manusia. Dapat dijabarkan yaitu dalam Pasal 27 “persamaan
kedudukan didalam hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali”, Pasal 28 A-J “setiap
orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya”, Pasal 29 “Negara
menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat sesuai
kepercayaannya”, Pasal 30 “setiap warga negara berhak ikut serta dalam pertahanan
dan keamanan Negara”, Pasal 31“setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan”, dan Pasal 34 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosia bagi
seluruh rakyat”.

Didalam KUHAP juga memiliki aspek mengenai perlindungan hak asasi
manusia termasuk pada tersangka.Terhadap landasan perlindungan hak-hak
tersangkadalam KUHAPmMengakui setiap pegabat penegak hukum maupun tersangka
adalah sama-sama manusia yang dependen kepada Tuhan.Artinya semua manusia
tergantung kepada kehendak Tuhan. Hal ini mengandung makna bahwa:

1) Tidak adanya perbedaan asasi diantara sesama manusia.

2) Sama-sama mempunyal tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan
mempertahankan kodrat, harkat dan martabat sebagai manusia ciptaan Tuhan.

3) Setigp manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa

kecuali.
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4) Fungs atau tugas apapun yang diemban oleh setiap manusia, hanya semata-
mata dalam ruang lingkup menunaikan “amanat” Tuhan Yang Maha Esa.*
b. Asas

Dalan Kamus Bahasa Indonesiakarangan WJS Poerwadarminta, ada dua
pengertian asas.Yang pertama adalah dasar, alas, pondamen, sengakan, dan yang
keduaadal ah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau
berpendapat dan sebagainya.®

Beberapa asas yang menjadi dasar perlindungan terhadap hak-hak tersangka:

1. Asas Legalitas (Legality)

Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu suatu perbuatan
tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang telah ada.
Pelaksanaan penerapannya bersumber pada titik tolak the rule of law yang berarti
semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-
undang serta menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas
segala-galanya sehingga terwujud kehidupan masyarakat dibawah supremasi hukum
(supremacy of law) yang harus selaras dengan ketentuan perudang-undangan dan
perasaan bangsa keadilan bangsa Indonesia. Dengandemikian, setigp tindakan
penegakan hukum harus tunduk dibawah ketentuan konstitus undang-undang yang

hidup ditengah kesadaran hukum masyarakat.®

*ibid, him, 20-21

®0Ojak Nainggolan, Pengantar [lmu Hukum,UHN Press, Medan, 2008, him. 81

®Hendri Sked, Landasan Dan Asas Perlindungan HAM dalam KUHAP, htttp:/mww.warta
kontraktor.wordpress.com/landasan-dan-asas-perlindungan-ham-dalam-KUHAP/, diakses tanggal 06
mei 2018
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Sebagal konsekuensi dari asas legalitas yang berlandaskan the rule of lawdan
supremasi hukum (supremacy of law), maka aparat penegak hukum dilarang atau
tidak dibenarkan bertindak diluar ketentuan hukum (undue to law) maupunundue
process dan bertindak sewenang-wenang (abuse of law).

Setiap orang tersangka mempunyai kedudukan sama sedergjat dihadapan
hukum atau equality before the law, mempunyai kedudukan “perlindungan” yang
sama oleh hukum atau equal protection the law, dan mendapatkan “perlakuan
keadilan” yang sama dibawah hukum equal justice under the law.

2. Asas Keseimbangan (Balance)

Asas ini dijumpai dalam konsideran huruf ¢ yang menegaskan bahwa dalam
setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi seperti
“Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dengan perlindungan terhadap
kepentingan dan ketertiban masyarakat.””

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan
hukum tidak boleh berorientas pada kekuasaan semata.Dalam pelaksanaan fungsi
dan wewenangnya harus berdasarkan perlindungan terhadap harkat martabat manusia
dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.Aparat
penegak hukum harus menempatkan diri pada keseimbangan yang serasi antara
orientas penegak hukum dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan
kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Aparat penegak hukum harus menghindari tindakan-tindakan penegakan hukum

dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan

M. Y ahya Harahap ,Op.cit, him. 38
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caraperlakuan yang tidak manusiawi. Aparat penegak hukum pada setiap saat harus
sadar dan mampu bertugas, berkewagjiban untuk mempertahankan social interest
(kepentingan masyarakat) yang berbarengan dengan tugas dan kewajiban menjunjung
tinggi human dignity dan individual protection, yakni menjunjung tinggi harkat
martabat manusia serta perlindungan kepentingan individu.®

3. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocent)

Daam penjelasan umum butir3 huruf (c) KUHAP dan didalamPasal 8 Undang-
Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa
“setigp orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka
sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan
yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi
teknis penyidikan yang dinamakanaccusatory procedure yaitu menempatkan
kedudukan tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan adalah sebagai subjek bukan
sebagai objek pemeriksaan, karenaitu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan
diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
yang menjadi objek pemeriksaan adalah tindakan pidananya. Tersangka harus
diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga
diri dan menjadi haknya untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan

pengadilan yang menyatakan sebaliknya.

8ibid .
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4. Hak-hak Tersangka

Hak menurut Mochtar Kusumaatmadha,®Pada dasarnya hak berintikan
kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkenaan dengan
sesuatu atau terhadap subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak
manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui dan diberikan
oleh hukum) dan karena itu dilindungi oleh hukum, maka pihak atau pihak-pihak
lainnya berkewajiban untuk membiarkan atau tidak mengganggu pihak yang memiliki
hak melaksanakan apa yang menjadi haknyaitu.

Seorang tersangka haruslah mengetahui segala hak-hak yang akan diterima
atau dipunyai selama menjadi tersangka. Karena hukum pidana memberikan batasan-
batasan kebebasan seseorang, maka dari itu sangatlah penting bagi seorang tersangka
untuk melakukan pembelaan dirinya dimuka persidangan. Hak-hak tersangka dapat
dikelompokkan sebagai berikut:

a. Hak Tersangka Segera M endapatkan Pemeriksaan

Berdasarkan pada Pasa 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut
hukum dan undang-undang kepada tersangka yaitu berhak segera untuk diperiksa
oleh penyidik, berhak segera digjukan kesidang pengadilan, dan berhak untuk segera
diadili dan mendapatkan putusan pengadilan (speedy trial right). Diberikannya hak
untuk segera diperiksakepada tersangka dalam Pasal 50 KUHAP adalah untuk
mewanti-wanti nasib seseorang yang sedang ditahan dengan jangka waktu yang lama

jangan sampa tidak mendapatkan kepastian hukum, adanya perlakukan yang

°Ojak Nainggolan, Op.cit.,him. 70-71
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sewenang-wenang/tidak wajar.Selain itu juga mewujudkan asas peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan.™
b. Hak Untuk Melakukan Pembelaan

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka,diatur dalam
Pasal 51 sampai Pasal 57 KUHAP yaitu:

1) Berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya
tentang apa yang disangka/didakwakan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal
51 KUHAP.

2) Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai
dilakukan terhadap tersangka.

3) Terdakwa juga berhak diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang mudah
dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya dipersidangan
pengadilan. Hal ini dilakukan oleh hakim yang memeriksa dan mengadilinya.
Pengertian dalam bahasa yang dimaksud adalah bertujuan agar tersangka
memahami dan menyadari risiko berat ringannya hukuman atas tindak pidana
yang dipersangkakan terhadapnya.

4) Berhak memberikan keterangan dengan bebas disemua tingkat pemeriksaan
yang artinya bebas, tanpa tekanan fisik dan mental, tidak boleh ada ancaman,
intimidasi ketakukan, siksaan dan sebagainya. Hal ini diatur dalam Pasal 52
KUHAP, yaitu “Dalam pmeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,

tersangka berhak memberikan keterangan yang secara bebas kepada penyidik

“Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Srkus Hukum, Ghalia Indonesia,
Bogor, 2009, him. 119
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atau hakim”. Supaya pemeriksaan mencapal gasil yang tidak menyimpang
daripada yang sebenarnya.

5) Berhak mendapatkan juru bahasa dikarenakan pelaksanaan hukum acara
pidana diwajibkan dalam bahasa Indonesia baik pada pemeriksaan penyidikan
maupun pemeriksaan sidang pengadilan, bagi setiap tersangka yang hanya
bisa berbahasa daerah atau berbahasa asing. Ketentuan ini diatur dalam Pasal
77 dan Pasal 178 KUHAP dan dalam Pasal 53 KUHAP.

6) Berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dan
setigp waktu yang diperlukan. Hak bantuan hukum ini dijamin dalam
konstitusi Indonesia melalui UUD 1945, yaitu: Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D
ayat (1); Pasal 281 ayat (1); dan juga diatur dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34
UU nomor 38 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta diatur juga oleh
Pasal 54 KUHAP. Berhak secara bebas memilih penasehat hukum, hal ini
diatur dalam Pasal 55 KUHAP dimana seorang tersangka dengan kekayaan
yang dimilikinya dapat membiayal penasehat hukum yang dinginkannya.

7) Wajib didampingi penasehat hukum dalam hal tersangka ditegaskan dalam
Pasal 56 KUHAP, bantuan hukum menjadi kewajiban, khususnya terhadap
tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati

atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih.**

Ypid., him. 121-122
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c. Hak TersangkaY ang Berada Dalam Penahanan
Hak ini menyangkut informasi pribadi dalam Pasal 57-65 KUHAP, yaitu:

1) Menghubungi dan didampingi oleh penasehat hukum, diatur dalam Pasal 57
KUHAP sebagai berikut tersangka yang dikenakan penahanan berhak
menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2) Pemberitahuan status dan tempat penahanannya kepada pihak keluarga atau
orang yang serumah dengannya, atau orang lain yang dibutuhkannya bantuan,
dan orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi
penangguhan penahanannya (Pasal 31 KUHAP). Hak dalam bantuan hukum
dari penasehat hukum dipunyai oleh seseorang untuk setigp tahapan
pemeriksaan, yaitu sgak saat ia ditangkap dan/atau ditahan, pada saat
dilakukan penyidikan maupun pada saat dituntut dimuka pengadilan.*?

3) Menghubungi dan merima kunjungan pihak keluarga atau orang lain untuk
kepentingan penangguhan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum
(Pasal 60 KUHAP).

4) Hak atas kunjungan sanak keluarga atau kepentingan pekerjaan atau urusan
kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP), yang tidak ada hubungan terhadap perkara
tersangka atau pun dengan hubungannya dengan perkara.

5) Mengirim surat atau menerimasurat dari penasehat hukum dan sanak keluarga

tanpa diperiksa oleh penyidik/penuntut umum/hakim/pegiabat rumah tahanan

12 Soewiyatno Tanusubroto, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Offset
Alumni Kotak Pos 272, Bandung, , 1982, him. 59
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negara (Pasa 62 KUHAP). Kebebasan surat menyurat, tidak terbatas,
tergantung kepada kehendak tersangka.

6) Berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63
KUHAP).

7) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk
kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara
atau tidak.

d. Berhak Menuntut Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi
KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut gantikerugian dan
rehabilitass menurut Pasal 95-97 KUHAP, apabila:

1) Penangkapan, penahanan, pengeledahan, atau penyitaan dilakukan tanpa
alasan hukum yang sah, atau;

2) Apabila putusan pengadilan menyatakan terdakwa bebas karena tindak pidana
yang didakwakan tidak terbukti atau tindak pidana yang didakwakan
kepadanya bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran.*®

5. Landasan Hukum Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-X11/2014,
“Tersangka/pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh diberlakukannya undang-
undang, yaitu:

a. Perorangan warnanegara Indonesia;

b. Kesatuan hukum adata masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Resatuan
Republik Indonesia yang diiatur dalam Undang-undang;

c. Badan hukum publik dan privat; atau
d. Lemabaga Negara.”

M. Y ahya Harahap, Op.cit., him. 338
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Bahwa yang menjadi objek praperadilan tidak hanya sebatas yang tercantum
diddlan KUHAP. Dalam prakteknya, Hakim telah melakukan penemuan hukum
terkait objek praperadilan, dimana hal tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 21/PUU-X11/2014, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka,
pengeledahan dan penyitaan, juga merupakan objek praperadilan sehingga secara
keseluruhan menjadi objek praperadilan adal ah berdasarkan pada Pasal 1 angka 10.

Apabila ketika seorang individu ditetapkan sebagai seorang tersangka atau
terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana, maka individu tersebut pada hakikatnya
berhadapan dengan negara.Dimana penetapan tersangka apabila didasarkan frasa
pada Pasal 1 angka 14 “bukti permulaan” dan frasa “bukti permulaan yang
cukup” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 KUHAP tanpa disertai dengan
parameter yang jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehubungan dengan
syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik sebelum menyatakan seseorang sebagai
tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang.

Sehingga dapat dilakukannya praperadilan, dengan melakukan pengujian
terhadap Pasal 17 KUHAP. Dimana pengujian tersebut dilakukan dalam penetapan
tersangka sebagal objek praperadilan berlandaskan padaPutusan Mahkamah
Konstitusi nomor 21/PUU-X11/2014 menyatakan seseorang dapat ditetapkan sebagai
seorang tersangka hanya apabila telah memenuhi 2 alat bukti yang sah, sehingga
adanya jaminan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan
tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat

(3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 281 ayat (5) dan Pasal 28] ayat (2).
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B. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan
1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP. Dengan
inovasi-inovasi yang lain, seperti litimasi atas proses penangkapan/penahanan,
membuat KUHAP seperti master piece. Praperadilan merupakan tempat mengadukan
pelanggaran hak-hak asasi manusia sebab niat praperadilan adalah sebagai
“Terjemahan” habeas corpus yang merupakan substansi HAM.Artinya, lembaga
praperadilan merupakan bagian mekanisme system peradilan pidana yang diatur oleh
KUHAP.*

Pengertian praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiri
dari dua suku kata dari dua suku kata yaitu kata pra dan kata peradilan. Kata pra
dalam ilmu bahasa dikenal dengan pemahaman sebelum. Sedangkan peradilan adalah
proses persidangan untuk mencari keadilan.® Pra yang dimaksud sesungguhnya
adalah terhadap perkara pokok sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 10
KUHAP menyebutkan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri
untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini,
tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas
permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

¥ Luhut M. P., Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi Dipengadilan Oleh Advokat
Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Djambatan,
Jakarta, 2008, him. 39-40

BUtsman Ali, Kumpulan Pengertian Menurut Para Pakar, https;//mww.google.co.id/url?
sa=t& source=web& rct=j&url=http;//mww.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-praperadilan.
html & ved=2ahUK Ewi CuM-wzvjaAhXEp18KHUOJB, diakses tanggal 9 mei 2018
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c. Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya
atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranyatidak digjukan ke pengadilan.

Adanya lembaga praperadilan ini merupakan control/pengawasan atas jalannya
hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka/terdakwa.Lembaga
praperadilan ini tidak merupakan suatu badan tersendiri, tetapi hanya suatu
wewenang sgja dari pengadilan negeri.Pemberian wewenang ini bertujuan untuk
menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat, dan murah dalam rangka
memulihkan harkat/martabat, kemampuan/kedudukan serta mengganti kerugian
terhadap korban yang merasa dirugikan.*®

Dengan adanya praperadilan ini dijamin bahwa seorang tidak ditangkap atau
ditahan tanpa alasan yang sah.Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan kuat
dengan landasan bukti permulaan yang cukup, sedangkan ketentuan tentang bukti
permulaan ini diserahkan penilaiannya kepada penyidik.

Alasan umum penangkapan diatur dalam KUHAP, sebagai pelengkap terhadap
alasan khusus yang mungkin akan timbul sesuai dengan sifat kejahatan yang telah
dilakukan dan dipersangkakan terhadap seorang dan situasi kondisi dari perkara
kejahatan yang dimaksud.*’Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan
pemeriksaan praperadilan. Alasan untuk mengagjukan tuntutan praperadilan
sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP yaitu:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan atau penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

®Moch. Faisal Salam,Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung,
2001,Cet.I, him. 322-333

Y Romli Atmasasmita, Sstem Peradilan Pidana Perspekiif Eksistensialisme Dan
Abolisi,Binacipta, Bandung, 1996, him. 35
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Lembaga praperadilan melakukan pengawasanhorizontal atas tindakan
penyidik atau penuntut umum yang dikenakan terhadap tersangka selama berada
daam pemeriksaan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan
ketentuan hukum dan undang-undang.

2. Tujuan Praperadilan

Tujuan dari praperadilan berdasarkan padaPasa 80 KUHAP bermaksud
menegaskan bahwa tujuan praperadian adalah untuk menegakkan hukum, keadilan,
dan kebenaran melalui sarana pengawasan vertica dan horizontal.Esensi dari
praperadilan, untuk mengawas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik
atau penuntut umum terhadap tersangka, agar tindakan tersebut benar-benar
proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan
dengan hukum.

Sementara itu, undang-undang juga memberikan alasan-alasan yang dapat
dipergunakan agar orang yang melakukan tindak pidana itu tidak dikenakan
hukuman.Alasan itu meliputi karena pengaruh upaya paksa dalam rangkapembel aan
dan mempertahankan diri, karena menjalankan undang-undang dan karena perintah
jabatan (Pasal 48-51 KUHP).*®

Tujuan dari praperadilan adalah melakukan hak dan kewgjiban yang sama
antara yang memeriksa dan yang diperiksa demi tegaknya kepastian hukum dan hak
asas. Menjaga dua kepentingan yang saling berhadapan, yakni polisi dan jaksa di

satu pihak, dan hak-hak tersangka dan terdakwa dilain pihak.Penerapan

18 Waluyadi, Hukum Pidana Indonesia, Djambatan,Jakarta, 2003,him. 9
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sistemaccusatoir dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan
kepentingan asasi.™

Praperadilan dapat dikatakan sebagai upaya koreksi, terhadap penyimpangan
yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan. Adanya ketentuan
praperadilan dalam KUHAP, ini juga merupakan tuntutan bagi pejabat yang terlibat
dalam proses penyidikan dan penuntutan, terutama ditujukan kepada penyidik dan
penuntut umum, dalam menjalankan tugasnya secara professional demi tegaknya the
rule of law, maka siapapun yang bersalah dapat dihukum, demikian penyidik dan
penuntut umum akan dapat di tuntut oleh mereka yang dirugikan, baik tersangka
maupun pihak ketiga selama penyidikan ataupun penuntutan berlangsung.?

Hukum memberi saran dan ruang untukmenuntut hak-hak yang diberi melaui
peradilan. Lembaga peradilan sebaga pengawasan horizontalatas penerapan
inquisitoiryaitu tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia
berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, hal tersebut dilakukan dengan
tujuan untuk mencari pembuktian atas kesalahan seseorang. Dimana tindakan upaya
paksa tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Daam praperadilan, setigp tindakan upaya paksa haruslah diturut sesual
dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.Setiap tindakanupaya paksa seperti
penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan, dan atau tindakan-

tindakan yang dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang

9 _oebby Logman ,Op.cit., him. 95 dan 83
Pgyaiful Bakhri, Sstem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori,
Dan Praktik Peradilan,Pustaka Pelgjar,Jakarta, 2014, him. 233-234



23

telahditentukan dalam undang-undang®. Maka tersangka atau keluarganya atau pihak
lain yang dikuasakan misalnya penasehat hukumnya, dapat meminta pemeriksaan dan
putusan oleh hakim tidak sahnya penangkapan/penahanan atau tindakan-tindakan lain
atas dirinya tersebut.
3. Wewenang Praperadilan

Secara garis besar pada Pasa 78 KUHAP, kewenangan praperadilan
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri serta proses pemeriksaan dipimpin oleh hakim
tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang
panitera® Menurut Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 KUHAP pengadilan negeri
berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau

penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penghentian penututan.

Daam Pasal 1 angka 10 joPasal 77 KUHAP dapat disimpukan keberadaan
lembaga praperadilan adalah saran atau tempat menguji tindakan upaya paksa yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat penyidik dan penuntutan sudah
dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau
tidak.> Ketentuan mengenai kewenangan praperadilan juga diatur dalam Pasal 95
ayat (1) KUHAP, menurut ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal tersebut, tersangka,

terdakwa, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian

% R. Soeparmono, Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian
Dalam KUHAP, Mandar Maju,Bandung, 2003, him. 16

22Andi Hamzah, Hukum Acara Pidan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,edisi kedua, him. 191

4. Elwi Danil dan Shidarta, dkkMenegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum, Rajawali
Perss,Jakarta, 2015, him. 32
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kepada Praperadilan atas alasan penangkapan atau penahanan tidak sah, tindakan lain
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, dituntut dan diadili tanpa alasan yang
berdasarkan undang-undang.

Wewenang praperadilan ini apabila diperjelas sebagal berikut:

1) Memeriksa dan memutuskan sah tidaknya upaya paksa terhadap penangkapan

Penangkapan merupakan tindakan penyidik berupa pengekangan sementara
waktu kebebasan seseorang apabila terdapat cukup bukti permulaan yang cukup
melakukan tindak pidana, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau
peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1
angka 20 KUHAP).

Pada Pasal 16-19 KUHAP, penangkapan dapat dilakukan oleh penyelidik atas
perintas penyidik, penyelidik dan penyidik pembantu.Adapun Pasal 5 ayat (1) huruf b
juga atas dasar perintah penyidik dapat dilakukannya penangkapan dengan upaya
paksa.Berdasarkan Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan juga dapat dilakukan
terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti
permulaan yang cukup.Kata “diduga keras” dapat diartikan sebagai penilaian
berdasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa orang itu adalah pelakunya.

Pada Pasal 1 angka 14 KUHAP menunjukkan bahwa perintah penangkapan
terhadap tersangka tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan
terhadap orang yang betul-betul melkaukan tindak pidana yang dengan berdasarkan
“bukti permulaan yang cukup”. Sementara jika dirujuk pada peraturan internd
penyidik, yakni pada Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian (PERKAP)

Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang Mangemen Penyidikan



25

Tindak Pidana, untuk dapat melakukan tindakan penangkapan, penyidik haruslah
berdasarkan adanya bukti permulaan, yaitu berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat
bukti yang sah.

Selain bukti permulaan yang cukup sebagai persyaratan bagi penyidik untuk
melakukan penangkapan, dalam Pasal 36 PERKAP tersebut, juga diatur ketentuan
bahwa penyidik perlu memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan.
Surat tugas dan surat perintah penangkapan haruslah ditandatangani oleh atasan
penyidik, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Dalam surat penangkapan juga
dicantumkan mengenai identitas tersangka, alasan penangkapan, tindak pidana yang
dipersangkakan beserta ancaman hukuman terhadap tersanngka. Dengan demikian
apabila petugas hendak melakukan tindakan penangkapan tanpa disertai surat tugas
dan surat perintah penangkapan, maka tersangka berhak menolak untuk ditangkap.
Penangkapan ini juga dilakukan satu kali dua puluh empat jam, kecuali undang-
undang mengatur lain dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP.

2) Memeriksa dan memutuskan sah tidaknya upaya paksa terhadap penahanan,
penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh
penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, daam ha serta
menurutcara yang diatur dalam undang-undang (Pasall angka 21 KUHAP).
Tersangka, keluarga dan penasehat hukumnya dapat mengajukan praperadilan
terhadap sah tidaknya tindakan penahanan yang dilakukan penyidik kepadanya
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 KUHAP. Dan tindakan penahanan yang

dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 21 KUHAP atau
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penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas jangka waktu penahanan yang
ditentukan dalam Pasal 24-29 KUHAP.

Kewenangan untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan
berdasarkan Pasal 20 KUHAP dimiliki oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.
Jika penahanan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, dan hakim, maka
harus memberikan surat perintah penangkapan terhadap tersangka ataupun
keluarganya. Sementara jika penahanan dilakukan oleh hakim dalam masa
persidangan, maka perintah penahanan dikeluarkan dengan surat penetapan yang
harus memuat hal-hal:

a. ldentitas terdakwal terdakwa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan
tempat tinggal,

b. Menyebutkan alasan penahanan. Umpamanya untuk kepentingan penyidikan
atau pemeriksaan sidang pengadilan,

c. Uraian singkat kegahatan yang disangkakan atau yang didakwakan.
Maksudnya agar yang bersangkutan tahu mempersiapkan diri melakukan
pembelaan dan juga untuk kepastian hukum,

d. Menyebutkan dengan jelas ditempat mana ia ditahan, untuk memberi
kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya.*

Kewenangan praperadilan yang selanjutnya ialah memeriksa dan memutuskan
sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pegabat penyidik maupun
tentang sah tidaknya pengehentian penyidikan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki penyidik dan penuntut umum

M. Y ahya Harahap, Op. cit., him, 168-169
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untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan atau apa yang disangkakan
kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana.

Penyidikan dalam Pasa satu 1 angka 2 KUHAP disebutkan sebagai
serangkaian tindakan penyidik dalam ha dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang membuat terang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penghentian
penyidikan yang disebut dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah bahwa penyidik
tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka, atau bukti yang diperoleh
tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika digukan ke depan
pengadilan. Dan apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat
bahwa perbuatan yang disangkakan terhadap tersangka bukan perbuatan pelanggaran
dan kegjahatan, dalam hal ini penyidik berwenang menghentikan penyidikan.

Selain didasarkan pada tidak cukupnya aat bukti untuk meneruskan perkara,
suatu penyidikan juga dapat dihentikan dengan alasan demi hukum dengan alasan-
alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur
daam bab VII KUHP, yaitu Ne bis in idem, yaitu perkaranya telah diadili dan
diputuskan dengan putusan yang menjadi tetap (Pasal 76 KUHP), tersangka/terdakwa
meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), Daluwarsa atau verjaring artinya telah memenuhi
tenggang waktu penuntutan (Pasal 78 KUHP),penyelesaian diluar pengadilan yang
hanya berlaku untuk pelanggaran dan yang telah berada diluar KUHP, yaitu abolisi

dan amnesti.?

% Teguh Presetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, him. 198
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Menurut sistem KUHAP terdapat jalur pengawasan horizontal yang bersifat
timbal balik, dimana dapat saling mengoreksi atas kebenaran/keabsahan suatu
penghentian penyidikan, apabila penuntut umum mengajukan praperadilan, maka
penuntut umum menjadi pihak pertama sedangkan penyidik menjadi ihak
kedua.Demikian juga apabila penyidik melakukan praperadilan atas penghentian
penuntutan, penyidik menjadi pihak pertama sedangkan penuntut umum menjadi
pihak kedua.?®
3) Ganti kerugian dan rehabilitasi

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan
tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya pada praperadilan, apabila
mendapati:

a. Tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (penyidik
atau penuntut umum) tidak dilakukan berdasarkan ketentuan hukum atau
dengan katalain tidak sah;

b. Adanya kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan (Pasal 95
ayat(2) KUHAP) , atau sebaga akibat sahnya penghentian penyelidikan atau
sahnya penghentian penuntutan.

Daam Pasa 95 KUHAP, dibedakan antara tuntutan kerugian yang perkaranya
tidak digukan ke pengadilan dengan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya
digukan ke pengadilan. Apabila perkara telah sampai ke tahap pengadilan, maka

tuntutan ganti kerugian diperiksa dan diputus oleh hakim yang telah mengadili, maka

% H. hamrat Hamid dan Harun M. Husein,Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang
Penuntutan Dan Eksekusi, Sinar Grafika,Jakarta, 1991, him. 123
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tuntutan ganti kerugiaan diperiksa dan diputus oleh hakim yang telah mengadili
perkara tersebut. Akan tetapi, apabila perkara tidak digjukan ke pengadilan, baik
karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak
pidana sementara tersangka telah dilakukan penangkapan, penahanan, dan tindakan
lain secara melawan hukum, maka tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh
praperadilan.?’

Mengenai batas waktu menjaukan tuntutan ganti kerugian yakni digjukan 3
bulan sgak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal
tindakan keliru dari aparat penegak hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95
KUHAP.Sementara terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau
tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP adalah 3
(tiga) sejak pemberitahuan penetapan praperadilan.?®

Menurut Pasal 97 KUHAP, rehabilitasi akan diperoleh oleh seseorang apabila
telah diputus “bebas” atau “lepas dari segala tuntutan hukum” dalam putusan telah
memuat rehabilitasi yang berbunyi: “memulihkan hak-hak terdakwa dalam
kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya”. Amar penetapam dari
praperadilan: “memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat
serta martabatnya”.

4) Praperadilan terhadap tindakan pengel edaan dan penyitaan
Adanya frasa “tindakan lain dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP sesua tentang

pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penjelasan

“Moch. Faisal Salam , Op, cit, him 338
*|bid.,him. 339
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Pasa 95 ayat (1) , yakni meliputi pada tindakan-tindakan upaya hukum (dwang
middle) lainnya seperti pemasukan rumah, pengeledahan, penyitaan barang bukti,
surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian
materil. Karena dipandang perlu bahwa hak-hak atas privacy tersebut perlu dilindungi
terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum.*

Penyidik melakukan pengeledahan serta penyitaan telah mendapatkan izin
dari ketua pengadilan negeri. Apabila terjadi penyimpangan diluar batas izin yang
diberikan ketua pengadilan negeri terhadap hal tersebut maka dapat digjukan
praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun dengan
sah atau tidaknya penyitaan dengan beracuan pada penerapan: dalam hd
pengeledahan dan penyitaan tanpa izin atau persetujuan ketua pengadilan negeri
mutlak untuk diperiksa keabsahannya, dalam hal pengeladahan dan penyitaan apabila
telah mendapat izin atau persetujua dari ketua pengadilan negeri tetap dapat digjukan
ke forum praperadilandengan lingkup kewenangan bahwa praperadilan tidak dapat
dibenarkan menila surat izin atau persetujuan yang dikeluarkan oleh ketua
pengadilan negeri tentang hal itu, dan yang dapat dinilai dalam praperadilan terbatas
pada masalah pel aksanaan surat izinatau surat persetujuan tersebut dalam arti apakah

pel aksanaannya sesual atau melampaui surat izin.

®|_eden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan),Sinar
Grafika Offset,Jakarta, 2009, bagian pertama edisi kedua, him. 64



31

4. Tata Cara MengajukanPraperadilan

Tata cara atau proses pemeriksaan sidang praperadilan diatur dalam Bab X,
bagian kesatu yang dimulai dari Pasal 79 sampal 83 KUHAP. Berdasarkan ketentuan-
ketentuan Pasal tersebut telah diatur tata cara penggjuan dan proses pemeriksaan
disidang praperadilan.

Hakim tunggal yang mengadili permohonan praperadilan akan membuat
penetapan atas permohonan praperadilan yang digjukan oleh tersangka/ keluarganya
(kuasa hukumnya). Permohonan praperadilan juga dapat digjukan oleh penyidik,
penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas penghentian penyidikan/
penghentian penuntutan.

Permintaan pemeriksaan praperadilan digjukan oleh:

a Tersangka, keluarganya, atau kuasanya tentang sah atau tidaknya
penangkapan atau penahanan.

b. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang sah atau
tidaknya penghentian penyidikan.

c. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan tentang sah atau tidaknya
penghentian penuntutan. Yang digjukan kepada ketua pengadilan negeri

(Pasal 79-80 KUHAP).¥

Setelah permintaan untuk pemeriksaan praperadilan digjukan kepada ketua
pengadilan negeri dan dicatat dalam register perakara praperadilan dikepaniteraan
pengadilan negeri, maka pada hari itu juga panitera atau pegjabat yang ditunjuk untuk

itu, menyampaikan surat tersebut kepada ketua/wakil ketua pengadilan negeri, yang

%|_eden Marpaung, Op. cit., him. 69
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segera menunjuk hakim tunggal dan paniteranya yang akan memeriksa perkara
praperadilan tersebut.

Segera setelah menerima penunjukan, dalam waktu tiga hari setelah
dicatatnyaperkara (bukan setelah ditunjuk), hakim praperadilan tersebut harus
menetapkan hari sidang dalam suatu penetapan serta memanggil saksi-
saksi.Penetapan tersebut, dikirimkan kepada penuntut umum untuk dilaksanakan.
Kepada termohon dilampiri salinan/fotokopi surat permintaan praperadilan, agar ia
meneliti dan mempelgarinya. Pihak yang dipanggil ke persidangan praperadian,
selain tersangka/terdakwa yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan,
jugatermohon, pejabat-pejabat yang berwenang.

Pemeriksaan persidangan dilakukan dengan cepat dan berita acara dan
putusan praperadilan dibuat seperti pemeriksaan singkat.Dalam waktu selambat-
lambatnya tujuh hari hakim sudah bisa memutuskan perkara.Perhitungan waktu tujuh
hari adalah terhitung dari sgak dimulainya pemeriksaan.Dalam ha suatu
pemeriksaan makan pemeriksaan praperadilan dinyatakan gugur.

Terhadap putusan praperadilan tidak dimintakan banding (Pasa 83
KUHAP).seperti pada putusannya bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang
menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan
dalam acara cepat.*'Tetapiterhadap putusan praperadilanyang menyatakan tidak
sahnya penghentian atau penuntutan maka penyidik/penuntut umum dapat meminta

putusan akhir kepada pengadilan tinggi. Selanjutnya diperlakukan ketentuan-

*'PA.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan
Hukum Pidana & Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 489
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ketentuan pada acara banding, balk mengenai waktu serta tata cara lainnya. Putusan
pengadilan tinggi harus egera diberitahukan kepada semua pihak yang bersangkutan
oleh panitera pengadilan negeri.

Sebagaimana dikemukakan diatas, putusan pengadilan merupakan putusan
akhir. Dengan demikian, untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi,
dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dan perkara-perkara
praperadilan sehingga jika masih dimungkinkan kasasi maka hal tersebut tidak akan
dicapai.

Putusan verstek dalam acara praperadilan tidak dikenal.Bentuk putusan
praperadilan mengenai sahtidaknya penangkapan atau penahanan adalah dalam
bentuk putusan, sedangkan mengenai pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi
adalah penetapan.Apabila ternyata ada kekeliruan/kesalahan terhadap putusan
praperadilan, hakim tidak dapat dipraperadilankan.

Apabila dalam praperadilan persidangan bersifat terbuka, artinya persidangan
yang dapat dihadiri oleh orang-orang lain atau umum untuk perlindungan hak asasi
manusia yang dapat diperlakukan sesuai dengan harkat martabat manusia dan
disamping itu sebagai pengawasan oleh masyarakat sabagai “social control” selama
berlangsungnya persidangan hingga selesai.**Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, hakim
tidak dapat dipraperadilankan. Hal ini dipertegas dengan Surat Mahkamah Agung RI

nomor: SEMA/14 tahun 1983 (lampiran V).*

#Bambang Poernomo,Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan
Hukum Pidana, Liberty,Y ogyakarta, 1993, him. 78
#|_eden Marpaung, Op. cit., him. 71
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5. Bentuk Putusan Praperadilan

Putusan praperadilan dilaksanakan dengan asas acara cepat, sederhana dan
biaya ringan.Dimana asas ini yang melandasi pel aksanaan KUHAP dalam penegakan
hukum.**Pada umumnya putusan praperadilan tidak dibuat secara khusus, tetapi
dicatat dalam berita acara sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses
acara singkat yang diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf d KUHAP. Bentuk-bentuk
Putusan Praperadilan dibagi menjadi:

a. Apabila objek yang digjukan adalah objek praperadilan seperti yang diatur
dalam Pasal 77 KUHAP atau penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan,
termasuk pemeriksaan surat, maka produk pengadilan berbentuk “putusan”.

b. Sedangkan apabila objek praperadilan mengenai ganti kerugian dan
rehabilitasi bentuk dari pengadilan berbentuk “penetapan” sebagaimana diatur
dalam Pasal 96 ayat (1) KUHAP.Kemudian terhadap acara praperadilan yang
sedang berjalan kemudian dihentikan oleh hakim atas dasar permintaan pihak
pemohon, bentuk produk pengadilan “penetapan”.

Berdasarkan asas acara cepat, sederhana dan biaya ringan, bila waktu
penahanan telah lewat waktu. Penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah
mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum, ketentuan ini tercantum pada
Pasal 14 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4) KUHAP. Daam
Pasal 50 KUHAP ditentukan bahwa tersangka juga mempunyai hak untuk

diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu

#M. Y ahya Harahap, Op.cit.,him. 54
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mulal persidangan, perkaranya digjukan segera ke pengadilan oleh penunutut umum,

dan segera untuk diadili oleh pengadilan.®

Pada hakikatnya, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

dan kepastian hukum dalam masyarakat yang berintikan keadilan agar lebih

demokratis.**Hal ini ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf ¢ KUHAP yaitu

pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan acara cepat selambat-lambatnya tujuh

hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Sementara isi putusan praperadilan mengacu pada Pasal 82 ayat (3) KUHAP

disebutkan bahwa

a

Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan
tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan
masing-masing harus segara membebaskan tersangka.

Daam ha putusan menetapakan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau
penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib
dilanjutkan.

Dalam hal putusan menetapkan seuatu penangkapan atau penahanan tidak sah,
maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan
rehabilitass yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian
penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka
dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

Dalam ha putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak
termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda
tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu
disita

17-18

% HerlinaManullang, Pengantar [lmu Hukum Indonesia, UHN Press, Medan, 2015, him. 84
% Alfira, Hapusnya Hak & Menuntut Menjalankan Pidana, RAS Press, Jakarta, 2012, him.
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6. Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan

Putusan praperadilan dibacakan hakim setelah seluruh proses pemeriksaan
dinyatakan selesai. Namun belum sampa pada proses pemeriksaan, permintaan
praperadilan dapat dinyatakan gugur artinya praperadilan diberhentikan sebelum
dijatuhkan. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP
yakni “apabila suatu perkarasudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan
pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka dengan
sendirinya permintaan praperadilan tersebut menjadi gugur.”

Adanya penghentian pemeriksaan praperadilan karena perkara pidana pokok
mula disidangkan dapat berakibat pada tujuan praperadilan untuk melindungi dan
membebaskan tersangka dari tindakan hukum sewenang-wenang yang menjadi kabur
dan hilang.Bahwa sering sekali terjadi ketika seorang tersangka mengaukan
praperadilan atas tidak sahnya penangkapan atau penahanan atas diri mereka, tidak
dapat diputus dan menjadi gugur oleh karena perkara pidana pokok sudah mula

disidangkan.Akibatnya tersangka tetap berada dalam tahanan.
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BAB |11
METODOLOGI PENELITIAN
A. RuangLingkupPenelitian
Adapun yang
men;j adiruanglingkuppenelitiani niadal ahbertuj uanuntukmembatasi permasal ahan
yang akandibahasdalampenelitianini, yaitubagaimanakahpertimbangan Hakim
dalammengabul kanPraperadil anpembunuhanberencanapadaputusannomor

53/Pid.pra/2017/PN Medan.

B. JenisPenelitian
Jeni sPenelitiani nimenggunakanj enispenelitianyuridisnormatif (normative
law)yaitusuatupenelitianhukumdenganpendekatan yang
dilakukanberdasarkanbahanhukumutamadengancaramenel aahteori-teori, konsep-
konsep, asas-asashukumsertaperaturanperundang-undangan yang

berhubungandenganpenelitiani nigunamendapatkanpen] el asanl ebihlanjut.

C. MetodePendekatanM asalah
M etodependekatanmasal ahmenggunakanmetodePendekatanperundang-
undangan (statute approach), yaitupendekatan yang
dilakukandenganmenel aahsemuaperaturanperundang-undangan yang
bersangkutandenganpermasal ahanhukum yang terjadidalamkasusputusannomor

53/Pid.pra./2017/PN Medan.
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D. Sumber BahanHukum

Sesuaidenganjenispenelitian yang dipakaipenulis, yaituyuridisnormatif,

makadata yang dipergunakanpenulisdalampenelitianiniterdiridari:

a. Bahanhukum primeradal ahbahanhukum yang
bersifatautoritatifberupaperaturanperundang-undangan yang
digunakanberkaitandenganpenelitianyaituperaturanperundang-
undangnomor 8 tahun 1981 atauKitabUndang-
UndangHukumA caraPidana (KUHAP),Undang-UndangNomor 39 tahun

1999 tentangHakAsasiManusia (HAM), PutusanPengadilanNegeri,

dansebagainya.
b. Bahanhukumsekunderadal ahbahanhukum yang
diperolehpenulisdariberbagai literature yang

berkaitandenganpermasal ahandalampenelitianiniantara lain doktrin, teori-
teori.

c. Bahanhukumtertieradalahbahan yang
memberikanpen;j el asandanpetunj ukterhadapbahanhukumsekunderdanbaha
nhukum primer yang diperolehdarikamushukum, Koran, dansebagainya.

E. AnalisisBahanHukum

Analisisbahanhukumyang  dilakukanadalahmenggunakandeskriptifanalisis,

dimana data yang diperolehdarihasilpenelitian yang

disusunsedemikianrupakemudiandianal i si sdengandeskri ptifdansi stematis.A dapaun
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analisi sterhadapbahanhukumdil akukandenganmengali saPutusannomor53/Pid.pra/2
017/PN Medan,
khususnyaterhadapputusanpraperadil anataspembunuhanberencanasebaga manadim
aksuddenganputusantersebut. Sel anjutnyahasilanalisi satasputusan yang
dimaksuddi hubungkandenganteori-teori yang
rel evandal ambi danghukumpi danadanpendapatse uml ahahlihukumpidana.Hasilanal
asis yang
dilakukansel anjutanyadij adi kansebagai dasardal ammerumuskankesi mpulandan
saran-saran yang relevanmenurutpenulis.

Bahanhukum yang
diperol ehdari penel usurankepustakaandi anal i si ssecaradeskri ptif denganberpedoman
padateori-teorihukumpidana. Analisa data
deduktifinidipergunakanpenulisdengancaramaksimalgunamemaparkan  data-data
yang sebenarnya yang diperol ehpenulis.

. Analisis Data

Anadlisis data yang
dilakukamdal ampenulisanskripsiiniadal ahdengancarakualitatifyaitu,
analisi sterhadapi suPutusanPengadilanNegeri Medan Nomor: 53/Pid.pra/2017/PN
Medan. Tentangpel aku yang
dijadi kansebagai tersangkasertadil akukannyapenetapanpenangkapandanpenahanan
yang tidaksesual denganketentuan yang diaturdalamKitabUndang-

undangHukumA caraPidana (KUHAP), yang
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kemudiandil akukannyapembahasandanpenafsiran yang

padaakhirnyadapatditari kkesimpul antentangmasal ah-masal ah yang diteliti.



